
~----------------' 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nep otisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahu :i. 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nornor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

; 

'-·- 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 19S6, Undang-Undang Darurat 
Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
termasuk Kata Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

Mengingat 

b. bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk 
Peraturan Bupa:i tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun Anggaran 2013; 

Menimbang: a. bahwa untuk r ielaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2013 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013, maka perlu mengatur Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lampmg Selatan Tahun Anggaran 2013; 

BUPATI J,AMPUNG SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PENJABARAN PERUBAF:AN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2013 

PERATURAN BlJPATI LAMPUNG S:ELATAN 
NOMOR 46 TAHUN 201~1 

B U P A T I L A l\t P U N G S E: L A T A N 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

/ ~~~ 1 



12. Peraturan Pem erintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Proi okoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
90 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaim.ma telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemer intah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indor.esia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negar a Republik Indonesia Nomor 4540); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Caerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republ:ik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tarr.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), setagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pe mbangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4421); 

6. Undang-Undang :'>J"omor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lernbarai Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undarig-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tamb ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia 
Tahun 2010 Nornor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3165); 

19. Peraturan Pemeri atah Nomor 08 Tahun 2006 ten tang Pelaporan 
Keuangan Kineria Instansi Pernerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

17. Peraturan Perneri ntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan - Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 · Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keu angan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indones:a Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuar gan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun :2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 
Negara Republik .ndonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keu.mgan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik 1ndonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 



28. Peraturan Daerai Kabupaten Lam.pung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daera '.l Ka bu paten Lampung Sela tan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 
23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2012 Nornor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 23); 

27. Peraturan Daerai Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 
Tahun 2007 te .itang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten 
Lampung Selatan Nomor 08); 

26. Peraturan Menter. Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberi an Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari APBD (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 (Beri1a Negara Tahun 2012 Nomor 540); 

25. Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyus.unan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 20 l3 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 508); 

24. Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelo aan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 
2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011Nomor310); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

21. Peraturan Perneri ntah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah yang Dipungut berda.sarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibavar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indone~>ia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 



Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

0,00 

8.795.630.989,00 
96.085. 930.357 ,27 

2. Pengeluaran Pembiayaan 
a) semula Rp. 13.555.069.000,00 
b) berkurang Rp. (4.759.438.011,00) 
Jumlah pengeluaran setelah .ierubahan Rp. 
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 
Sisa le bih pembiayaan anggaran 
setelah perubahan Rp. 

c. Pembiayaan Daerah 
1. Penerimaan Pembiayaan 

a) semula Rp. 13.364.542.460,00 
b) bertambah Rp. 91.517.018.886,27 
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 104.881.561.346,27 

b. Belanja 
1. semula Rp. 1.132.358.540.128,68 
2. bertambah Rp. 184.205.127.787,27 
Jumlah belanja setelah perubal an Rp. l.316.563.667.915,95 
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (96.085.930.357,27) 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun Anggaran 2013 terdi ri dari : 
a. Pendapatan 

1. semula Rp. 1.132.549.066.668,68 
2. bertambah Rp. 87.928.670.890,00 
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.220.4 77. 737 .558,68 

Pasal 1 

PERUBAHAN ANGGARAN 
DAERAH KAllUPATEN 
ANGGARAN 2013. 

MEMUTUSKAN : 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 24 
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Lam pt: ng Selatan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran 
Daerah Kabupate.i Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 24). 

TEN1rANG PENJABARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA 
LAMPUNG SELATAN TAHUN 

I:UPATI PERATURAN Menetapkan : 



BERITA DAE H KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 'rAHUN 2013 NOMOR 46 

BUPATBN LAMPUNG SELATAN, 

2013 
Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 25 Oktober 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 25 Oktober 2013 

Agar setiap orang mengetahuinys., memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannys. dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial yang diterima 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

Pasal 4 

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah yang diterima dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran III dai merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
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